KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Oleh : Jimmy Prayogi, NIM : 1110111011
Pembimbing Fauziah, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
JI. Karimata N0.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif,
yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat
Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Ketentuan lebih
lanjut tentang pembentukan Peraturan Desa diatur dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa
yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan
menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Demikian
salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan
Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan

dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.
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